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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku berjudul Dilema Perizinan dan
Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Dampak Lingkungan di
Industri Pertambangan dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini
disusun untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara
perizinan, tanggung jawab hukum, dan dampak lingkungan dalam
kegiatan pertambangan.

Industri  pertambangan memiliki peran besar dalam
pembangunan, tetapi juga menyimpan risiko terhadap lingkungan
dan kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan
pemahaman yang tepat mengenai aturan perizinan, kewajiban pelaku
usaha, serta bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi pencemaran
atau kerusakan lingkungan.

Semoga buku ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi
masyarakat umum dan semua pihak yang peduli terhadap
perlindungan  lingkungan. Diharapkan buku ini  mampu
menumbuhkan kesadaran bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan
seimbang dengan kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan
kelestarian alam.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penyusun
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Dilema Perizinan dan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Dampak Lingkungan di
Industri Pertambangan membahas persoalan hukum lingkungan yang muncul dalam
kegiatan pertambangan, khususnya terkait izin usaha dan tanggung jawab atas
kerusakan lingkungan. Buku ini menguraikan bagaimana perizinan menjadi instrumen
penting dalam mengendalikan kegiatan pertambangan agar tetap berjalan sesuai

ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat maupun alam sekitar.

Pembahasan dalam buku ini juga menyoroti konsep pertanggungjawaban mutlak, yaitu
kewajiban pihak tertentu untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan tanpa harus
selalu dibuktikan unsur kesalahannya. Dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca
diajak melihat hubungan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, hak

masyarakat, serta penegakan hukum dalam industri pertambangan.

Buku ini ditujukan bagi masyarakat umum, pelaku usaha, pemerhati lingkungan, praktisi
hukum, dan siapa saja yang ingin memahami persoalan hukum lingkungan secara lebih
jelas. Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memiliki wawasan yang lebih baik
mengenai pentingnya tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab, adil, dan

berkelanjutan.
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